
 
 

 
 

TANGGUNG JAWAB PT. KERTAS BLABAK TERHADAP HAK-HAK 

TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN PAILIT 

 

 

 
 

 

 

SKRIPSI 

 
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

 

 

 

OLEH: 

 

ANNA MUKTI WIDIASTUTI 

NIM. 13340064 

 

 

 

PEMBIMBING: 

 

1. FAISAL LUQMAN HAKIM S. H., M. Hum 

2. BUDI RUHIATUDIN S.H., M.Hum 

 

 

 

PRODI ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2017 



 
 

i 
 

TANGGUNG JAWAB PT. KERTAS BLABAK TERHADAP HAK-HAK 

TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN PAILIT 

  

 

 
 

 

 

SKRIPSI 

 
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

 

 

 

OLEH: 

 

ANNA MUKTI WIDIASTUTI 

NIM. 13340064 

 

 

 

PEMBIMBING: 

 

1. FAISAL LUQMAN HAKIM S. H., M. Hum 

2. BUDI RUHIATUDIN S.H., M.Hum 

 

 

 

PRODI ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2017 



 
 

ii 
 

ABSTRAK 

 

PT. Kertas Blabak merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dalam 

bidang industri kertas. Perusahaan ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga 

Semarang pada bulan November 2010. Setelah PT. Kertas Blabak dinyatakan 

pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, perusahaan ini masih tetap beroperasi 

dibawah kepemimpinan kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas untuk 

melakukan penyelesaian atas hutang pailit. Sehingga, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui status tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah adanya putusan 

pailit dan juga apa saja tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja pasca 

pailit. 

Untuk mengetahui hal tersebut, penyusun melakukan penelitian berupa 

studi lapangan yang mana penyusun malakukan wawancara kepada serikat pekerja 

kertas blabak dan juga menganalisis dokumen yang dimiliki oleh serikat pekerja 

kertas blabak. Hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, 

dokumen dan juga data penunjang lain selanjutnya akan dianalisis menggunakan  

metode deduktif dengan melihat kualitas data yang didapat. 

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja PT. Kertas 

Blabak setelah adanya putusan pailit tetap bekerja pada PT. Kertas Blabak 

dibawah kepemimpinan kurator tanpa adanya ikatan perjanjian yang mengikat 

antara kurator dengan tenaga kerja. Akan tetapi, tenaga kerja tetap mendapatkan 

upah sebagaimana mestinya, dimana upah tersebut diberikan oleh kurator. Tenaga 

kerja PT. Kertas Blabak setelah adanya upaya perdamaian berkedudukan sebagai 

kreditur konkuren, mereka melepas hak istimewa mereka pada kedudukan 

kreditur preferen agar dapat memberikan suara dalam upaya perdamaian. Oleh 

karena itu, tenaga kerja tidak dapat menuntut lebih atas hak-hak mereka karena 

kedudukan mereka sebagai kreditur konkuren maka tenaga kerja harus menunggu 

hingga kurator dapat menyelesaikan pemberesan harta pailit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perusahaan merupakan salah satu istilah yang ada dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun, dalam KUHD tidak ada 

penjelasan mengenai definisi perusahaan itu sendiri. Pengertian perusahaan 

secara resmi dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan. Dalam Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan disebutkan perusahaan merupakan setiap bentuk usaha 

yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus 

dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, 

untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
1
 

Perusahan dapat dibedakan dalam 2 golongan yaitu perusahaan 

berbadan hukum dan perusahaan non badan hukum. Dalam perusahaan 

berbadan hukum salah satu jenisnya adalah Perseroan Terbatas. Perseroan 

Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya.
2
 

Dalam menjalankan suatu perusahaan terdapat banyak resiko. Salah 

satunya adalah tidak adanya perkembangan dan peningkatan laba, hal 

                                                           
1
 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

 
2
 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 



2 
 

 
 

tersebut merupakan resiko terbesar dalam jalannya suatu perusahaan karena 

akan berpengaruh terhadap operasional dan pembiayaan suatu perusahaan. 

Jika hal tersebut terus terjadi dalam suatu perusahaan, maka pailit 

(bangkrut) yang merupakan hal fatal dan dapat dikatakan sebagai hal paling 

mengerikan dalam suatu perusahaan dapat terjadi.  

Pailit sendiri adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak 

dapat lagi membayar semua kewajiban utang perusahaan tersebut.
3
 Dalam 

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dijelaskan mengenai pengertian pailit secara 

jelas. Yang mana dijelaskan kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.
4
 

Perusahaan dinyatakan benar-benar pailit berdasarkan putusan dari 

suatu Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta pailit dalam status 

sita umum (public attachment). Yang mana untuk selanjutnya tanggung 

jawab harta pailit diserahkan kepada kurator untuk melakukan pengurusan 

dan penyelesaian terhadap harta pailit tersebut. 

Dalam permasalahan pailit seperti yang telah tertulis pada Pasal 95 

ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka 

upah dan hak-hak lain dari tenaga kerja merupakan utang yang harus 

                                                           
3
 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007) hlm. 120 

 
4
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 
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didahulukan pembayarannya. Dalam permasalahan pailit pembayaran upah 

tenaga kerja dikategorikan sebagai hak istimewa umum (keditur preveren) 

yang mana sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditur maka 

pembayaran upah dan hak-hak lain tenaga kerja harus didahulukan. 

Namun dalam prakteknya tenaga kerja kurang memahami status 

mereka saat perusahaan tersebut benar-benar telah dinyatakan pailit. Setiap 

tenaga kerja hanya menuntut haknya namun tidak paham betul tentang 

status mereka dalam perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurator 

selalu mengesampingkan tenaga kerja dan lebih mementingkan kreditur-

kreditur lain dan diri mereka sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa 

terdapat suatu unsur politik dalam setiap penyelesaian dan pemberesan suatu 

utang harta pailit.  

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah 

dijelaskan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah 

yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit 

diucapkan merupakan utang harta pailit.
5
 Walaupun sudah jelas diterangkan 

dalam beberapa Undang-Undang yang ada, tapi masih banyak sekali kurator 

yang mengabaikan nasib tenaga kerja perusahaan pailit.  

Salah satu contohnya dapat dilihat pada PT Kertas Blabak yang telah 

dinyatakan pailit berdasarkan Putusan No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg 

pada tanggal 29  November 2010 yang hingga sekarang para tenaga kerja 

                                                           
5
 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 
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perusahaan tersebut belum menemukan titik terang terhadap status mereka. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Tri Marwanto selaku Sekretaris 

Serikat Pekerja (SP) PT. Kertas Blabak, dimana pada tahun 2011 tenaga 

kerja yang diwakili oleh pengurus Serikat Pekerja (SP) PT. Kertas Blabak 

mengajukan permohonan kenaikan upah. Akan tetapi hal tersebut ditolak 

oleh kurator dengan alasan bahwa status tenaga kerja PT. Kertas Blabak 

sejak adanya Putusan No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg pada tanggal 29  

November 2010 secara de jure tidak ada lagi tenaga kerja PT. Kertas 

Blabak. Akan tetapi secara de facto setelah adanya putusan pailit dari 

Pengadilan Niaga Semarang para tenaga kerja PT. Kertas Blabak masih 

bekerja sepeti biasa.
6
 Sebagai masyarakat awam mereka hanya menuntut 

hak mereka yang berupa upah kerja saja tanpa meminta kejelasan mengenai 

status mereka dalam perusahaan tersebut. Karena adanya politik didalam 

penyelesaian dan pemberesan utang harta pailit perusahaan tersebut, maka 

hingga saat ini kurator masih mengesampingkan hak para tenaga kerja 

seperti pesangon, biaya pengobatan, serta jaminanan hari tua. Dalam 

permasalahan perusahaan ini kurator lebih mementingkan diri mereka 

sendiri dengan cara ingin mengambil keuntungan dalam proses lelang 

perusahaan. Walaupun dalam dunia bisnis hal tersebut merupakan hal yang 

sangat wajar dalam permasalahan pailit, semestinya  kurator hanyalah pihak 

yang seharusnya melakukan pengurusan dan penyelesaian harta pailit 

tersebut. 

                                                           
6
 Wawancara dengan Bapak Tri Marwanto selaku Sekretaris Serikat Pekerja PT. Kertas 

Blabak tahun 2009-2011, pada tanggal 24 Desember 2016 



5 
 

 
 

Dalam kurun waktu 6 tahun ini bahkan banyak terjadi hal-hal yang 

tidak pernah terpikir dalam kehidupan para tenaga kerja PT. Kertas Blabak 

sebelumnya. Salah satunya dampak dari ketidakjelasan dari status para 

tenaga kerja PT. Kertas Blabak mengakibatkan beberapa dari tenaga kerja 

serta anggota keluarga tenaga kerja yang stress hingga harus mendapat 

perawatan lebih di rumah sakit karena adanya tekanan atas ketidakjelasan 

atas hak  para tenaga kerja. 

Melihat dari berbagai permasalahan yang ada tersebut, maka akan 

sangat menarik apabila dalam hal ini akan ada bahasan lebih mendalam 

mengenai status tenaga kerja perusahaan pailit serta tanggung jawab 

perusahaan pailit yang telah diserahkan kepada kurator terhadap hak-hak 

tenaga kerja. Dalam permasalahan ini terdapat dua Undang- Undang yang 

dapat dijadikan acuan dalam bahasan tersebut yaitu Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU).  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana status tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah dinyatakan 

pailit? 
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2. Bagaimana tanggung jawab PT. Kertas Blabak terhadap hak-hak tenaga 

kerja pasca putusan pailit? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa, tenaga 

kerja dan khalayak umum mengenai: 

a. Status tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah dinyatakan pailit. 

b. Tanggung jawaban PT. Kertas Blabak terhadap hak-hak tenaga 

kerja pasca putusan pailit. 

2. Kegunaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama untuk penulis sendiri, 

mahasiswa ilmu hukum lain, serta dapat menjadi masukan dan 

pengetahuan untuk masyarakat umum terutama para tenaga kerja dan 

bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan 

bagi masa depan masyarakat luas. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, 

penulis mencoba membandingkan dan mencoba menemukan beberapa 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan kepailitan, tanggung 
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jawaba perusahaan, status tenaga kerja serta penyelesaian utang harta pailit 

oleh kurator. Oleh karena itu penulis menggunakan telaah sebagai berikut: 

Pertama, karya tulis ilmiah Ulva Febriana Rivai yang berjudul Hak 

Pekerja pada Perusahaan yang Pailit dimana dalam karya ilmah tersebut 

dijelaskan menegenai hak-hak yang akan di peroleh dari seseorang pada 

perusahaan tempatnya bekerja apabila perusahaan tersebut dinyatakan 

pailit.
7
 

Kedua, karya tulis ilmiah Ishlahul Falah yang berjudul Hak Tenaga 

Kerja Dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum Islam dimana 

dalam karya ilmiah tersebut penjelasannya lebih terfokus pada 

pengedepanan hak-haik pekerja dalam proses kepailitan yang mana ditinjau 

dari hukum islam.
8
 

Ketiga, karya tulis ilmiah Lismawaty Solin yang berjudul Tinjauan 

Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasar UU 

No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003, dalam karya tulis ilmiah ini 

membahas mengenai akibat hukum dan kedudukan karyawan setelah 

adanya putusan pailit dengan merujuk pada UU No. 37 Tahun 2004 dan UU 

No. 13 Tahun 2003.
9
 

                                                           
7
 Ulva Febriana Rivai, “Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit”.Skripsi Fakultas Hukum 

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin  

 
8
 Ishlahul Falah, “Hak Tenaga Kerja Dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum 

Islam”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga. 

 
9
 Lismawaty Solin, “Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan 

Perusahaan Berdasar UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003”. Skripsi Fakultas 

Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Univesitas Sumatera Utara 
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Keempat, karya tulis ilmiah Ken Vera Estriana yang berjudul Strategi 

Bertahan Hidup Mantan Pekerja Tetap PT. Kertas Blabak Pasca Perusahaan 

Dinyatakan Pailit dimana dalam karya ilmiah ini menitikberatkan 

pembahasan pada pemilihan strategi hidup para tenaga kerja PT. Kertas 

Blabak karena efek dari adanya pernyataan pailit yang mengakibatkan 

penurunan pendapatan para tenaga kerja.
10

 

Kelima, karya tulis ilmiah Ardy Billy Lumowa yang berjudul 

Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga. 

Dalam jurnal ini dijelaskan secara normatif mengenai tanggungjawab yang 

seharusnya dilakukan oleh perusahaan pailit kepada pihak ketiga.
11

 

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang sudah ada, banyak yang 

membicarakan hak-hak tenaga kerja, tanggungjawab perusahaan, serta 

akibat perusahaan pailit. Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai 

kejelasan status tenaga kerja dalam suatu perusahaan pailit serta 

penyelesaian  terhadap utang harta pailit terutama pada kreditur preferen 

(tenaga kerja). Oleh karena itu perlu kiranya penyusun mengkaji secara 

lebih spesifik mengenai permasalahan tersebut. 

 

 

 

                                                           
10

 Ken Vera Estriana, “Strategi Bertahan Hidup Mantan Pekerja Tetap PT. Kertas Blabak 

Pasca Perusahaan Dinyatakan Pailit”. Skripsi Fakultas Sosiol dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

 
11

 Ardy Billy Lumowa. “Tanggug Jawab Peusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak 

Ketiga.” ejournal.unsrat.ac.id.Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013 
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E. Kerangka Teori 

1. Tanggung Jawab Terbatas 

Sebelum membahas tanggung jawab terbatas dari sebuah 

Perseroan Terbatas perlu diketahui terlebih dahulu maksud dari 

tanggung jawab yuridis atau tangung jawab hukum. Tanggung jawab 

yuridis ialah tanggung jawab secara hukum yang harus dipikul oleh 

seseorang akibat melakukan suatu tindakan hukum.
12

 

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat tanggung jawab 

perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari 

pemegang saham dan pengurus perseroan.
13

 Tanggung jawab inilah 

yang disebut dengan tanggung jawab terbatas. Karena dalam Perseroan 

Terbatas, tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh suatu 

Perseroan Terbatas ialah suatu akibat perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh pemegang saham/pendiri, Direktur ataupun Komisaris dari 

Perseroan Terbatas. Tanggung jawab terbatas dalam hal ini berkaitan 

dengan terjadinya suatu  utang atau kerugian. Makna “terbatas” 

mengandung arti keterbatasan, baik dari sudut Perseroan Terbatas 

maupun sudut penanam modal.
14

 

 

 

                                                           
12

 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas. (Malang: Setara Press, 2016) hlm.25 

 
13

 M. Yahya Harahap, Hukum Perseoan Terbatas. (Jakara: Sianr Grafika, 2013) hlm.117 

 
14

 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas. (Malang: Setara Press, 2016) hlm.25-26 
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2. Perusahaan  

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja 

serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, untuk tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba.
15

 Perusahaan terbagi menjadi 2 

golongan yaitu golongan perusahaan berbadan hukum dan golongan 

non badan hukum. Golongan perusahaan non berbadan hukum 

diantaranya ialah Perusahaan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, 

Persekutuan Komanditer (CV), sedangkan jenis perusahaan golongan 

non badan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas.
16

 

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
17

 

3. Kepailitan 

Dalam berdirinya suatu perseroan terbatas tidaklah akan berjalan 

secara lancar seterusnya, terkadang ada perseroan terbatas yang 

mengalami suatu kendala dimana tujuan dari pendirian perusahaan itu 

sendiri tidak tercapai, yaitu tidak adanya laba yang didapat. Apabila 

                                                           
15

 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

 
16

 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis. (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011) hlm.30 

 
17

 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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terjadi keadaan dimana suatu perusahaan secara terus menerus tidak 

mendapatkan laba menimbulkan hutang yang jatuh tempo maka 

perusahaan tersebut dapat dikatakan pailit (bangkrut). 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 

Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 

kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.
18

 

Suatu perusahaan dinyatakan benar-benar pailit apabila 

memenuhi syarat-syarat kepailitan. Syarat mengenai kepailitan terdapat 

pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tantang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu debitor yang 

mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas 

sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya 

sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
19

 

Dalam prinsip terdapat pengklasifikasikan dan mengelompokkan 

berbagai macam kreditur sesuai dengantingkatannya, yaitu: 

                                                           
18

 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 

 
19

ibid 
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a. Kreditur Konkuren adalah kreditur yang mendapatkan harta sebesar 

tagihannya dari penjualan harta pailit yang tidak dibebani hak 

jaminan. 

b. Kreditur Preferen adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur 

lain sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditur lainnya, 

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang telah dibebani 

dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. 

c. Kreditur Separatis adalah kreditur yang termasuk golongan khusus 

atau istimewa. Yang mana undang-undang memberikan kedudukan 

istimewa sehingga dapat didahulukan dari pada kreditur konkuren 

ataupun kreditur preferen.
20

 

4. Tenaga kerja 

Definisi tenaga kerja dan pekerja/buruh telah dijelaskan dalam 

UU No, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dijelaskan 

bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
21

 

Sedangkan definisi pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22

 

                                                           
20

 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis. (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011) hlm.68-69 

 
21

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 
22

 Ibid. 
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Adapun pembayaran pekerja/buruh terhadap suatu perusahaan 

yang mengalami pailit telah diatur dalam Pasal 165 UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana dijelaskan pengusaha dapat 

melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 

perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang 

pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti sebagaimana 

yang telah diatur dalam undang-undang ini
23

. 

5. Perjanjian 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
24

 Dalam 

hal ini perjanjian merupakan perbuatan yang nyata dilakukan antara 2 

(dua) atau lebih subjek hukum. Pada dasarnya perjanjian dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dilakukan sesuai prosedur dan 

perjanjian dibawah tangan. Namun lebih amannya sebaiknya perjanjian 

dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat dipertanggungjawabkan di 

depan hukum. Lain halnya dengan perjanjian di bawah tangan. 

Perjanjian ini termasuk perjanjian yang sah selama pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian mengakui kebenarannya.  

Berlakunya sebuah perjanjian tentu saja tidak akan terlepas dari 

adanya syarat sah terbentuknya suatu perjanjian tersebut. Karena jika 

terdapat keadaan tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian maka 

                                                           
23

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 
24

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
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perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian 

setidaknya ada empat yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal.
25

 

6. Akibat hukum kepailitan 

Perlu diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum kepailitan 

tidak semuanya sama, ada yang perlu dimintakan persetujuan kepada 

pihak tertentu atau intitusi (rule of reason) dan ada juga yang berlaku 

karena hukum (by the operation of law) begitu putusan pailit 

dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.
26

 

Adapun akibat yuridis dari putusan pailit diantaranya ialah 

putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap 

putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut. 

Dimana kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung 

menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan 

harta pailit. Walaupun terjadi pembatalan terhadap putusan pailit 

tersebut maka yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada 

                                                           
25

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

 
26

 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik.( Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 

2014) hlm. 62  
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tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang pemutusan 

pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitur.
27

 

Harta kekayaan debitur yang merupakaan harta pailit merupakan 

sitaan umum. Hal ini diberlakukan dengan maksud untuk menghentikan 

aksi terhadap perebutan harta pailit oleh debitur dan kreditur serta untuk 

meghentikan transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang 

kemungkinan akan merugikan krediturnya.
28

 

Oleh karena itu pada saat diputuskan pailit maka secara langsung 

harta pailit menjadi tanggungjawab kurator sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pelaksanaan Utang (PKPU). Kurator sendiri adalah balai harta 

peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan 

untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah 

pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku.
29

 

Meskipun telah diputus pailit, kurator memiliki dua alternatif 

terhadap tenaga kerja perusahaan tersebut. Yang pertama, kurator dapat 

tetap mempekerjakan tenaga kerja perusahaan pailit dengan 

konsekuensi kurator tetap harus membayar biaya usaha seperti biaya 

                                                           
27

 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. 

(Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 162-163 

 
28

 Ibid., hlm. 164 

 
29

 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 



16 
 

 
 

listrik, telepon, biaya gaji, pajak, dan lain sebagainya.
30

 Alternatif yang 

kedua adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

kepada para tenaga kerja perusahaan pailit.
31

 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam setiap kegiatan ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang 

jelas dan sesuai dengan masalah yang dikaji untuk memudahkan penelitin 

dan penyusunan laporan agar mendapat hasil yang maksimal. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna 

memperoleh data yang akurat terkait status tenaga kerja PT. Kertas 

Blabak dan juga tanggung jawab PT. Kertas Blabak terhadap hak 

tenaga kerja.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Yuridis yaitu suatu 

pendekatan suatu masalah yang berdasar aturan perundang-undangan 

yang ada, sedangkan empiris adalah penelitian yang menekankan pada 

kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dilapangan. 

 

                                                           
30

 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 
 
31

 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung berupa 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  serta hasil 

wawancara yang dilakukan langsung kepada Serikat Pekerja PT. 

Kertas Blabak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dapat memberi 

penjelasan terhadap data primer yang diperoleh dari kepustakaan 

(library research) dan berupa bahan-bahan hukum yaitu: 

i. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan 

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 
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5) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-

05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan 

Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja. 

ii. Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang dapat 

menunjang bahan-bahan hukum hukum primer yang berupa 

berbagai buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah 

dan berbagai jurnal dari internet yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

berbagai data primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) dan juga hasil wawancara terhadap tenaga kerja Serikat Pekerja 

PT. Kertas Blabak. 

 Selain itu didampingi dengan data sekunder yang terdiri dari 

beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, 

perseroan terbatas, kepailitan dan data tersier berupa buku, dokumen 

serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan hukum kepailitan.  

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan membaca yang 

kemudian mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai data diatas 

agar dapat diketahui bagaimana tanggung jawab PT. Kertas Blabak 

terhadap hak-hak tenaga kerja PT. Kertas Blabak. 
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5. Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan 

dalam suatu penelitian berupa pengkajian terhadap hasil pengolahan 

data yang mana akan disatukan dengan teori-teori yang telah didapatkan 

sebelumnya, dan kemudian akan dilakukan suatu klarifikasi data untuk 

mempermudah analisis dengan menempatkan masing-masing data 

sesuai dengan sistematika yang telah direncanakan. 

Dalam penyusunan analisis data ini akan digunakan metode 

penelitian kualitatif  yang berupa analisis dengan melihat kualitas data 

yang telah diperoleh. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya 

akan dianalisis menggunakan metode deduktif yang mana suatu cara 

berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini akan 

digunakan untuk menganalisis status serta hak tenaga kerja PT Kertas 

Blabak. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang 

didalam bab tersebut masing-masing terdapat beberapa subbab sebagai 

berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai 

latar belakang masalah yang menjadi dasar atas terciptanya suatu rumusan 

masalah serta pokok permasalahan untuk membatasi lingkup dari masalah 

dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab pertama ini juga terdapat tujuan 
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dan kegunaan, telaah pustaka yang bertujuan sebagai referensi atau literatur 

bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka teoritik metode 

penelitian serta sistematika penulisan ini. 

Pada bab kedua, akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang 

tenaga kerja dan kepailitan. Dimana didalamnya akan dijelaskan lebih luas 

mengenai pengertian tenaga kerja, hubungan hukum perusahaan dengan 

tenaga kerja, dan juga pemutusan hubungan kerja. Selain itu, akan 

dijelaskan pula mengenai pengertian, syarat-syarat, serta jenis-jenis kreditur 

dalam kepailitan. 

Pada bab ketiga akan menerangkan mengenai profil serta sejarah PT. 

Kertas Blabak dan juga akan menjabarkan status tenaga kerja PT. Kertas 

Blabak dengan melihat perjanjian kerja yang ada. 

Pada bab keempat berisi tentang analisis tanggung jawab PT. Kertas 

Blabak terhadap hak-hak tenaga kerja dengan melihat status dan kedudukan 

tenaga kerja PT. Kertas Blabak. 

Bab kelima adalah penutup penulisan penelitian yang berupa 

kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran 

yang diberikan untuk studi lebih lanjut.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Setelah adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 

bulan November 2010, PT. Kertas Blabak beroperasi dibawah tanggung 

jawab kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas untuk melakukan 

pemberesan hutang pailit. Dalam mengoperasikan perusahaan tersebut, 

kurator masih mengunakan jasa tenaga kerja PT. Kertas Blabak dengan 

pertimbangan agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian mereka. 

Para tenaga kerja pada pada saat itu tetap mendapatkan upah sebesar 

upah yang mereka dapat sebelumnya. Akan tetapi, pada saat itu para 

tenaga kerja tidak terikat atas suatu perjanjian kerja kepada kurator. 

Karena, secara de jure pada saat PT. Kertas Blabak telah dinyatakan 

pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang maka tidak ada lagi tenaga kerja 

PT. Kertas Blabak akan tetapi secara de facto para tenaga kerja masih 

tetap bekerja pada perusahaan tersebut dan masih mendapatkan upah. 

2. Dalam permasalahan kepailitan suatu perusahaan, tenaga kerja biasanya 

merupakan salah satu pihak yang dirugikan. Karena dengan dipailitkan 

suatu perusahaan maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan 

ditutup dan para tenaga kerja akan kehilangan mata pencaharian 

mereka. Bahkan, tidak sedikit dari permasalahan kepailitan yang 

berakhir pada tenaga kerja yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. 

Dalam kasus kepailitan PT. Kertas Blabak ini, 339 tenaga kerja belum 
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mendapatkan hak mereka secara penuh karena pemberesan harta pailit 

yang dilakukan oleh kurator juga belum selesai. Dari 2010 hingga 2015 

terjadi 3 kali pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh kurator 

kepada 22 tenaga kerja dengan status sebagai tenaga kerja tetap dan 

kedudukan maneger, ketua bagian, ketua regu seta pelaksana. Dalam 

hal ini kurator tetap memenuhi seluruh hak tenaga kerja yang masih 

bekerja dalam perusahaan tersebut adapun hak tenaga kerja yang masih 

tetap bekerja dalam perusahaan tersebut diantaranya adalah upah 

pokok, jaminan kesehatan serta fasilitas rumah dinas untuk tenaga kerja 

yang memenuhi ketentuan, akan tetapi kurator tidak memenuhi hak 

terhadap 22 tenaga kerja yang telah mendapat surat pemutusan 

hubungan kerja dari kurator. 22 tenaga kerja tersebut hanya mendapat 

upah bulan terakhir mereka secara penuh tanpa mendapatkan uang 

pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti. Begitu pula dengan 

seluruh tenaga kerja yang diberhentikan pada saat perusahaan tersebut 

diberhentikan secara total pada tahun 2015. Mereka hanya mendapatkan 

upah bulan terakhir mereka secara penuh tanpa mendapatkan uang 

pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti. Kurator telah 

melakukan lelang perusahaan beberapa kali namun masih belum 

membuahkan hasil. Hingga saat ini PT. Kertas Blabak masih dalam 

proses penjualan. Selain itu tenaga kerja PT. Kertas Blabak saat ini 

berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang mana telah menjadi 
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keputusan tenaga kerja sehingga tenaga kerja harus menunggu hingga 

pemberesan harta pailit selesai dilakukan oleh kurator.  

B. Saran 

1. Untuk para tenaga kerja sebaiknya juga memahami segala Perundang-

undangan yang ada di Indonesia. Terlebih Perundang- Undangan yang 

masih berkaitan dengan ketenagakerjaan. Adanya serikat pekerja dalam 

suatu perusahaan sangat berpengaruh atas kestabilan tenaga kerja 

karena serikat pekerja merupakan pihak yang dianggap dapat mewakili 

mereka dalam mengambil keputusan maka serikat pekerja dalam suatu 

perusahaan harus memiliki komunikasi baik kepada para tenaga kerja 

perusahaan ataupun terhadap direksi dan tergabung dalam Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia. Sehingga mereka dapat berkonsultasi 

mengenai langkah-langkah yang dapat mereka tempuh dalam suatu 

permasalahan. 

2. Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak memberikan 

batas waktu untuk pemberesan utang pailit. Hal ini mengakibatkan 

lamanya pemberesan akan hal tersebut. Sehingga mengakibatkan 

banyak hak-hak yang kreditur yang terciderai. Oleh sebab itu akan lebih 

baik agar dalam kepailitan ditentukan batas waktu dalam pemberesan 

utang pailit suatu perusahaan yang telah dipailitkan. 

3. Saran untuk kurator yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan 

pemberesan harta pailit dalam suatu kasus pailit diharapkan untuk 
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segera melakukan pemberesan tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang 

merasa dirugikan. 
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Daftar Pertanyaan 

1. Berapa lama narasumber nekerja di PT. Kertas Blabak? 

2. Apa jabatan terkhir narasumber di PT. Kertas Blabak? 

3. Bagaimana sejarah berjalannya PT. Kertas Blabak yang narasumber 

ketahui? 

4. Apa sebenarnya faktor penyebab PT. Kertas Blabak dipailitkan? 

5. Bagaimana PT. Kertas Blabak dapat memiliki hutang jatuh tempo? 

6. Kenapa setelah PT. Kertas Blabak dinyatakan pailit, perusahaan masih 

tetap berproduksi dengan tenaga kerja PT. Kertas Blabak secara utuh? 

7. Bagaimana status tenaga kerja pada saat PT. Kertas Blabak dalam kondisi 

pailit? 

8. Apa saja hak yang didapatkan oleh tenaga kerja saat bekerja pada PT. 

Kertas Blabak dalam keadaan pailit? 

9. Apakah pada saat perusahaan telah dinyatakan pailit, serikat pekerja masih 

beroprasi? 

10. Apa saja yang dilakukan pengurus serikat pekerja saat perusahaan telah 

dinyatakan pailit? 

11. Apa sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa tenaga 

kerja PT. Kertas Blabak dalam keadaan pailit? 

12. Apakah dalam pemutusan hubungan kerja tersebut terjadi sebuah diskusi 

antara tenaga kerja bersangkutan dengan serikat pekerja serta kurator? 

13. Apakah serikat pekerja mengetahui bahwa tenaga kerja seharusnya dapat 

menjadi kreditur preferen dalam tingkatan kreditur pailit? 



14. Apa alasan tenaga kerja setuju melepas hak-hak istimewa sebagai kreditur 

prefren sehingga  menjadi kreditur konkuren?  
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